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TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 188.4/392/BAPPELITBANGDA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINSTRATOR
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE (LAPOR) SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LINGKUP BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang . a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang
sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi maka perlu di tunjuk
Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan pengaduan Online
Rakyat (LAPOR) Sistm Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasioanl; (SPAN) pada Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ;

b. bahwa untuk terlaksananya Penanganan Pengaduan yang optimal
tersebut perlu di tunjuk Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) yang mempunyai
kompetensi dibidang tersebut untuk bertanggungjawab terhadap
Pelayanan Pengaduan. '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

S Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengeloaan
Pengaduan Pelayanan Pubilik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Secara
Nasional.

7. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengeloaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang
Penunjukan Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (SP4N) pada Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menunjuk Sdr.Muhammad Rezki Ramadhan, S.STP, sebagai
Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
(LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (SP4N) Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
(LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (SP4N) Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan
tugasnua sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
Pada tanggal: 75~ Mei 2023

Pangkat Pembma Utama Muda
NIP : 19730825 199203 1 002

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar;

1.
2
.
4. Pertinggal.-

. Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan;

Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;



